
BI'PATI PI'RWORE'O
PROVINSI JAWA TTNGAII

PERATURAN BUPATI PURWORF^'O
NOMOR 

'6 
TAHUN 2'21

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.JA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,

MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbalg

Mengingat

BUPATI PURWORE.JO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal lO
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dar Susunan
Perangkat Daerah lGbupaten h.rrworejo, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas da-n Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mencngah Dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa.r Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l€Ebaran Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
lcmbara-n Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

4. Peraturar Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Nega.ra
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahal lpmbaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Pcraturar Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentar.Ig Peralgkat Daera_h
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
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5. Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2Ol9 tentang Klasilikasi, Kodeirkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunar dan
Keuangar Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Ta}Iun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
"fa}].rul] 2021 tentang Pembentukan darr Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten hrrworejo (L€mbaJan
Daeral Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor
4 , Tambahan kmbaran Daerah Kabupate n
Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SEKTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAIIA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
PURWORq'O.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengal:
1. Daera} adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ral<J/at Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalal Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelal<sanaan Urusan
Pemerintahan yarg menjadi kewenangan Daera-h otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah darl Perdagangan, yang

selanjutnya disingkat DKUKMP,ada-la-h Dinas Kope rasi, Usaha Kecit,
Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengal dan Perdagangan,
yanB selanjutnya disebut Kepala DKUKMP, adalah Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagargan Kabupaten
Purworejo.

7. Sekretariat adalah Seketariat pada DKUKMP.
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8. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan, yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah
Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah darl
Perdagangan l(abupaten Purworejo.

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bida_ng pada DKUKMp.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DKUKMP.
I l. Subkoordinator adalah pejabat fungsional a_hli muda yarg diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan keda sebagaimana diatur
peraturan perundaag-undangar tentang organisasi daII tata keda
instansi.

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UpI adalal unit
ke{a pada DKUKMP yang melaksanakan kegiata.n teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

13. Kepala Unit Petaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UpT
adalah kepala unit kerja pada DKUKMP yang melaksarakn kegiatan
teknis operasional darr/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Aparatur Sipit Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan pedanjiar keda yang beke{a pada
instansi pemerintah.

15. Jabatan F\rngsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

16. Pejabat Fungsional adaiah Pegawai Aparatur Sipil Negara ya_ng
menduduki Jabatan Fungsional pada Instarsi pemerintah.

pasal 2

(1) DKUKMP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati mela.lui Sekretaris Daerah Kabupaten purworejo.

(2) DKUKMP dipimpin oleh Kepata DKUKMP.

BAE} II

KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Bagian Kedua
TUgas

Pasa.l 3

DKUKMP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakanurusan pemerintahan bidaag koperasi, usaha kecil dan menengahserta perdagangan sesuai dengan kewenangar daerah.
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Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
DKUKMP, me nye lenggaral<an fungsi:
a. pemmusan kebijakan teknis bidang koperasi dart usaha mikro,

perijinan, barang pokok dal prenting, dan kemetrologiar serta sarana
prasarana pengembangan perdagangan;

b. pelalsanaan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro,
perijinan, baralg pokok dan penting, dan kemetrologian serta sarana
prasarana p€ngembangan perdagangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha
mikro, perijinan, baralg pokok dan pentilg, dart kemetrologian serta
sarana prasarana pengembangan perdagangan;

d. pelaksaaaal, pembinaal administrasi dan kesekretariatan kgpada
seluruh unit organisasi di lingkungan DKUKMP; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasa.t 5

(1) Susunar Organisasi DKUKMP, terdiri atas:
a. Kepala DKUKMP
b. Sekretariat;
c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
d. Bidang Perijinan Baiang Pokok dan Penting, dan Kemetrologian;
e. Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan;
f. UPT; dan
g. Jabatar F\tngsional.

(2) Bagan organisasi DKUKMP sebagaimana dimal<sud pada ayat (t)
tercanturn dalam Lampiran yang mempakan bagian tidal<
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DKUKMP

Pasal 6

Kepala DKUKMP sebagaimana dimalsud dalam pasal 5 ayat (t) huruf a
mempunyai tugas memimpin pelaksaraan tugas dan nr-nesi OfUKMp
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4.
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Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasa.l 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dar bertanggung jawab kepada
Kepala DKUKMP.

(2) Sekrctariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimalsud dalam Pasa.l 7 ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan
kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta
memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di
Iingkungan DKUKMP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggaral<an fu ngsi:
a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendaliarr

adninistrasi perencanaan dan keuangan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayalan dan pengendaliaa

adrninist-rasi, yang meliputi umum dan kepogawaian; dan
e. pelaksarlaajl tugas kedinasan lain yarlg diberikal oleh Kepala

DKUKMP sesuai dengsn tugas dan fungsi.

Pasal 10

(1) Sekretariat, membawahkan:
a. Subbagiaa Perencanaan dan Keuangan;dan
b. Subbagiar Umum dan Kepegawaian.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepai Sqbbagiar yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Pasal I 1

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan ,bahan perumusan dan pelaksanaan kebi.lakan teknis,
pelayanan darr pengendalial administrasi perencanaan darr keualgan,
yang meliputi :

a.menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan eva_luasi
kinerja;

b. me nlrusun perjanjian kinerja;
c. menyelenggaral<an administrasi keuangan;
d. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah;dan
e. mela-ksanakan tugas kedinasan lain yang diberikall oleh Sekr.etarie

sesuai dengan tugas jabatalnya.
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Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusal dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pelayanan dan p€ngendalian administrasi umum dan kepegawaiar,
yang meliputi :

a. menyelenggarakan administrasi barang milik daera-h;
b. menyelenggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah;
d. menyediakan jasa penunjang urusan;
e. menyelenggarakan pemeliharaart bararg milik daerah;
f. menyelenggaralar administrasi kepegawaian;dan
g. melal(sanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatairnya.

Bagian Ketiga
Bidang Koperasi Dan Usala Mikro

Pasal 13

(1) Bidang Kop€rasi dan Usaha Mikro berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DKUKMP.

(2) Bidarg Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oteh Kepala Bidang

Pasal 14

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan baha-n perumusan kebijakan
teknis, melalcanakan koordinasi, membina da:r mengendalika.:n
pelaksaraan tugas bidang pemberdayaan dal pengembangan koperasi,
p€mberdayaan dan pengembangan usaha mikro, serta kelembagaan
dan pengawasan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelengga:.akan fungsi:
a. penyiapal pemmusan keb[jakal teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan
pengemba-ngan koperasi ;

b. penyiapan perumusaa kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendaliar pelaksanaan fugas bidang pemberdayaan dan
pengem bangan usaha mikro;

c. penyiapan perumusa-n kebija.kan teknis, koordinasi, pembinaal dan
pengendalian prelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan
pengawasan; dan

d. pelaksanaa-n tugas kedinasal lain yang diberikar oleh Kepa.la
DKUKMP sesuai dengan tugas dal fungsi.
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Pasal 16

(l) Susunan Organisasi Bidaag Koperasi dan Usaha Mikro,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, mela-lui penetapan
sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha
Mikro.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari;
a. Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
b. Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;

dan
c. Subkoordinator Kelembagaan dal Pengawasal.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dtabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelalsana senior yang ditunjuk dengar diberikal tugas
tarnbahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 17

Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
mempunyai tugas menyiapkan ba}Ian perumusan dan melaksanakan
kebljakan teknis serta melakukan pembinaan bida.ng pemberdayaal
dan pengembangan koperasi, yang meliputi:
a. melakukan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah,

akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan
manajemen, standarisasi, dan restrukurisasi usaha koprrasi
kewenangal daerah;

b. melakukar pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi
yang wilayah keanggotaan dalam daera_h yang maliputi
meningkatkan pemahamatr dan pengetahuan perkoperasial serta
kapasitas dan kompetensi sdm koperasi;dan

c. melalcsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Koperasi dall Usaha Mikro sesuai dengan tugas jabatannya.

pasal 18

Subkoordinator Pemberdayaal dan pengembaagan Usaha Mikro
Jngmpunyar tugas menyiapkan bahan perumusan dal melal<saaakal
kebijal<an teknis serta melakukan pembinaan bidang pemberdayaan
dan pengembangan usaha Mikro, yang meliputi:a. melakukan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melaluipendataan, kemit_raan, kemudahal - perizinan, penguatan

kelembagaan dan koordinasi dengan para -pemangku 
kjpen-tingan

yang meliputi :

1. mendata potensi darl pengembangan usaha mikro;
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2. memberdayalan melalui kemitraan usaha mikro;
3. memfasilitasi kemudahar perizinan usaha mikro;
4. memberdayalan kelembag-aal potensi dan pengembangan usaha

mikro;dan
5. mengoordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku

kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro.
b. metakukan pengembangan usaha mikro dengan orientasi

peningkatan skala usaha menjadi usaia kecil yang metiputi
memfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecit dalam
pengembangan produksi dan pengolalan, pemasaran, sdm, serta
desain dan teknologi

c. melalsanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas
menyiapkan bahar perumusar dan melaksanakan kebijakar teknis
serta melakukan pembinaan bidang kelembagaal dan pengawasal,
yang meliputi:
a. menerbitkan izin usaha sirnpal.l pinjam untuk koperasi dengan

wilayah keanggotaan dalam daerah, yang meliputi memfasilitasi
pemenuhan izin usaha simpa:r pinjam dan pembukaan kantor
cabalg, cabaag pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam
untuk koperasi dengan witaya-h keanggotaan dalam daerah;

b. menerbitl<an izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dart
kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah yang meliputi memfasilitasi pemenuhan
izin usaha pembukaan kaltor cabang, cabang pembantu dar
kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengar wilayah
keanggotaan dalam daerah;

c. memeriksa dal mengawasi koperasi, koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam
daerah yang meliputi :
1. pengawasan kekuatar, kesehatan, kemandirian, ketargguhan,

serta akurrtabilitas koperasi kewenangan daerah;dan
2. pemeriksaal kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundaag-

undangan kewe nanga.n daerah.
d. menilai 

. 
kesehatal koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjan

koperasi yang wilaya-h keanggotaanya dalam 1 (satu) dierah yang
meliputi :

1. melaksanalan penilaian kesehatan KSp/USp koperasi
kewenangan daerah;dan

2. memberikan penghargaan kesehatar KSp/USp koperasi
kewenangan daerah.

e. m€laksarakan tugas kedinasa:r lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Koperasi da'l Usaha Mikro sesuai d6ngan tugas jabatannya.

-. Bagan Keempat
Bidarg Perijinan, Barang pokok dan Penting, dan Kemetrologiar

pasal 20

(1t F!{r"g fe1jina1, Barang Pokok dan penting dan Kemetrotogian
berkedudukan di bawai dan bertEnggung jawab kepada Kela1a
DKUKMP.
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(2) Bidarg Perijinan, Barang Pokok dan Penting dart Kemetrologian
dipimpin oleh Kepala Bidarg.

Pasa.l 21

Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrologian
sebagaimara dimaksud pada Pasal 2O ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan
koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang
perijinan darl pengawasal, pengendalian dan ketersediaan barang
pokok dar penting serta kemetrologian.

Pasal22

Da.lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Bidang Perijinar, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrologian
menyelenggaral<an fungsi:
a. penyiapan penxnusan kebijalal teknis, membina, melal<ssnal<an,

dan mengendalikan di bidang perijinan dan pengawasan;
b. penyiapal pemmusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan,

dar mengendalikan di bidang pengendalian dan ketersediaan
barang pokok dan penting;

c. penyiapaa perumusan kebijakan teknis, membina, melaksa-nakan,
dan mengendalikal di bidarg kemetrologian;dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DKUKMP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Bidang Perijinan, Baralg Pokok dan Penting
dan Kemetrologian sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 5 ayat (1)
hurug d, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dalam
melal<sanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
Kegiatan Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting darl
Kemetrologian melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai
dengan ruang lingkup fugasnya dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dar
Kemetrologian .

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Perijinan dan Pengawasan;
b. Subkoordinator Pengendalian dan Ketersediaan Barang Pokok

darl Penting; darr
c. Subkoordinator Kemet-rologian,

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3 )merupakal
Pejabat Fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk
dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas darl pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.
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Pasal 24

Subkoordinator Perijinal dar Pengawasan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perurnusan dan melaksanakan kebijakan teknis,
serta melaksanakan pembinaan di bidang Perijinan dal Pengawasan,
yang meliputi:
a. menerbitkan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, darl

izin usala toko swalayan yang meliputi memfasilitasi pemenuhan
komitrnen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan,
dan toko swalayan mela-lui sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronil;

b. menerbitkan tanda daftar gudang yang meliputi fasititasi penerbitan
tanda daftar gudang;

c. menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk
penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang meliputi :

1. memfasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau
t€rjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara
elektronik;dan

2. mernfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda
Pendaftaran dan/atau Lanjutar Waralaba (STPW) dalam negeri.

d. menerbitkan Surat Tarda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk
penerima waralaba larjutar dari waralaba luar negeri yarg
meliputi:
1. menerbitkan Sistem Pelayanan Perizinan l^anjutan Surat Talda

Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi
secara Elektronik Luar Negeri;dan

2. memfasilitasi Pemenuhan l^anjutan Surat Tanda Pendaftaran
dan/atau l^anjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri.

e. menerbid<an surat izin usaha perdagangan minumal beralkohol
golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di
tempat yang meliputi memfasilitasi penerbitan surat izin usa-ha
perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;

i mengendalikan fasilitas penyimpanar bahan berba-haya dal
pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan
berbahaya di tingkat kabupaten yang meliputi :

1. memeriksaan penyimpanan bal:an berbahaya;
2.memfasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaar distribusi

ba}Ian berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2;
3. mengawasi distribusi, pengemasan dan p€labelan balan

berbahaya terhadap pengguna akhir ba-hal berbahaya (PA-B2)
maupun produsen 82 (P-B2l;

g. menerbitJ<al surat keterangan asal (bagr daerah kabupaten yang
telah ditetapkar sebagai instansi penerbit surat keterangar asal)
yang meliputi mengoordinasi darl sinkronisasi layanan penerbitan
SKA;

h. mengawasi pupuk dal pestisida bersubsidi di tingkat daerah
kabupaten yang meliputi :

1. memeriksaan kelengkapan lega.litas dokumen perizinan;
2. mengawasi pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi;dan
3. mengawasi penya.luran dan penggunaan pupuk dal pestisida

bersubsidi.
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melaksaJral<an tugas kedinasaa lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perijinan, Barang Pokok dall Penting dan Kemetrologian
sesuai dengan tugas jabatanya.

Subkoordinator Pengendalial dan Ketersediaan Barang Pokok dan
Penting mempunyai tugas menyiapkal bahan perumusan dal.r
melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di
bidang pengendalian darl ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
penting, yang meliputi :

a. menjamin ketersediaan baiang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat kabupaten yang meliputi :
1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang

kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar
rakyat;

2. melaksanakal koordinasi dan sinkronisasi peningkatan
alsesibilitas barang kebutuhan pokok dar barang penting di
tingkat agen dan pasar ralqrat;dan

3.melaksalakan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan
pokok dan baralg penting di tingkat agen dan pasar rakJrat.

b. mengendalikan harga, dan stok bararg kebutuhan pokok dan
barang penting di tingkat pasar kabupaten yang meliputi :

1. memantau harga darr stok barang kebutuhan pokok dan barang
penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam I (satu)
daerah;

2. memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok dan bararg
penting pada pasar ralg.at yarrg terintegrasi dalarn sistem
informasi perdagangan;dan

3. melaksanakan operasi pasat reguler dan pasar khusus yalg
berdampak dalam I (satu) daerah.

c. m€laksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perijinal, Barang Pokok dan Penting Dan Kemetrologian
sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator mgmprrnyai tugas menyiapkan bahan perumusan darr
melaksanakan kebija]<aIr teknis, serta melaksanakal pembinaan di
bidang kemetrologian, yang meliputi: -

1. melaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang;2. mengawasi/ melakukan penyuluhar metrologi tegal;3. menyelidiki merrologi tegal;dan
4. melalsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala

bidang ,perijinan, barang pokok dan 
-penting 

dan kemetrologian
sesuai dengan tugas jabatarnya.

Bagiar Kelima
Bidang Sarala dart Prasarana pengembargan perdagalrgan

Pasal27

(1) Bidang Sarana Prasarana pengembangal perdagalgan
berkedudut<a_n di bawah dan bertanggung jaiab kepada "Kepiala
DKUKMP.

Pasal 25
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(2) Bidang Sarana Prasarana Pengembargan Perdagargan dipimpin
oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan sebagaimana
dimaksud pada pasal 27 ayar (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bidalg sarana prasar.ula
pengembangan perdagangan, pembinaan pengelolaal sarana distribusi,
pengembangan, penggunaan dan pemasaran produk.

Pasal 29

Dalam melaksalakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Bidalg Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan
menyelenggaralal fungsi:
a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan dan pengendalial pelal(saraar tugas bidang sarana
prasarala perdaganga-n;

b. penyiapan perumusan bahar kebijakan teknis, pengoordinasiar,
pembinaan dan pengendalial pelaksanaan tugas bidang pembinaan
pengelolaan sarana distribusi;

c. penyiapan pemmusan bahan kebrjakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan dal pengendalial pelaksanaan tugas bidang
pengembangan, penggunaan dan pe[rasaran produk; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DKUKMP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasa.l 30

(1) Susunan Organisasi Bidang Sarana Prasarana Pengembangan
Perdagangal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 furuf t terdiri
atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dalarn
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengeloLaan
kegiatal Bidang Saiana Prasarana Pengembangan Perdagalgal ,
melalui penetapar sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang
lingkup tugasnya dar bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan.

(3) Subkoordinator pad,a ayat l2l terdiri dari:
a. SubkoordinatorSaranaPrasaranaPerdagangan;
b. Subkoordinator Pembinaan Pengelolaal Sarana Distribusi; dan
c. Subkoordinator Pengembangan, Penggunaal dan Pemasaran

Produk.

(4) Subkoordinator sebagaimara dimal(sud pada ayat (3 )merupakan
pejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk
dengal diberikal tugas tarnbahan mengoordinasikar pelaksaraan
tugas darl prengelolaar kegiatar sesuai tugasnya masing-masing.
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Subkoordinator Sarala Prasarana Perdagangan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijalan teknis
serta melakukan pembinaan bidang sarana prasarana perdagangan,
yang meliputi:
1. menyediakan sarana distribusi perdagalgan;
2. memfasilitasi pengelolaar sarana distribusi perdagalgan;dan
3. melaksanakan tugas kedinasal lain yang diberikal oleh kepala

bidang sarana prasarana pengembangan perdaga-ngan sesuai
dengan tugas jabatannya.

Pasal 3 i

Pasal 32

Subkoordinator Pengembalgal, Penggunaan dan Pemasaran Produk
mempunyai tugas menyiapkan bahar perumusan dan melaksanakan
kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengemba-ngan,
penggunaan dan pemasaran Produk, yartg meliputi:
1. membina dan mengembargkan usaha produk ekspor unggulan

daerah;
2. meyelenggarakan/mengikuti pameran dagang nasional;
3. menyelenggarakan/mengikuti pameran dagang lokal;
4. melaksalalcan misi dagaag bagi produk ekspor unggulan;
5. meningkatkan citra produk ekspor;
6. membina pelaku usaha ekspor;
7. melaksanakal promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat

kabupaten;
8. memasarkan darl meningkatkar penggunaan produk dalam negeri

di tingkat kabupaten;
9. meningkatkan sistem dar jaringan informasi perdagangal;dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala

bidang sarana prasarana pengembangal perdagangan sesuai
denBan tugas jabatannya.

Bagian Keenam
UPT

Pasal 34

(l) Untuk melaksanakan tugas tekrris operasional dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPf.

Subkoordinator Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melal<sanakan kebijakan
teknis serta melakukan pembinaar bidang pembinaal pengelolaan
sarala distribusi, yang meliputi;
1. membina dan mengendalikan pengelola sa-rana distribusi

perdagangan;
2. memberdayakan pengelola sarana distribusi perdagangan;dan
3. melaksanakan tugas kedinasal lain yalg diberikan oteh kepa.la

bidang sarana prasarana pengembangan perdagangan sesuai
dengan tugas jabatannya.

Pasal 33
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(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala
UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
DKUKMP.

Pasal 35

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas darl Fungsi
Serta Tata Kerja UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
diatur tebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagiar Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 36

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelalsara teknis
fungsional pada DKUKMP.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertarggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinar Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yalg memiliki keterkaitan dengarr
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatar berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, alalisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilalsanakar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangarl.

Pasal 37

Jabatal Fungsional mempunyai tugas dar fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 38

Kepala DKUKMP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional dalam
melaksalal<an tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangaa
dan kebijakan yarlg ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 39

Kepala DKUKMP, Sekretar-is, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordilator, Kepala UpI dan Jabata; Fungsional dilani
melal<sa.nalen tugasnya memperhatikar prinsip minajemen yang
meuputr 

. 
perencaraan, pengorganisagian, prelaksanaan, - 

monitoringl
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidangtugas masing-masing.

Pasal 40

Kepala DKUKMP, Sekr-eta:-is, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, dan Kelompoli Jabatan Frrngsional dilam
melaksanakan 

. 
tugasnya mempe rhatikan prinsip-pri"nsipmalaje menyanq .melrpub perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaaa,

monitoring, . evaluasi dan pelaporal sesuai dengan bidang tugas
masrng-masrng.

Pasal 39

(1) Kepala PIUKMP, Sekretaris_, Kepa]a Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, dan. Kepala fiff Uertan"gAun[ lawab aihri
memimpin, mengoordinasikan dan memberi[in lir;bing.r, sertapetunjuk bagi prelalsanaan tugas bawahan masing-masingi

(2) {epa-la DKUKMP, Sekretar-is-_ Kepa.la Bidarg, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala. UpI dan Jabatai Fungsional iajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggun-g jawab pa-da
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan te-pit wattir.

(3) Dallm menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada -satuin organisasi
ram yang secara lungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) S.etiap !-a.q9raIl -yanq diterima oteh Kepata DKUKMP, Sekretar-is,
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkbordinator darr KeDala UpTdari bawalan dapat diolai dan dipergunal<an sebagai balan
penJrusunan laporan lebih lanjut dan diiadikan batr-an untuk
memberikan perunjul kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

pasal 40

Jenjarg jabatal dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal 41

Kepala DKUKMP_,_ Sekretaris, Keprta Bidang, Kepala Subbagian,
SLrbkoordinator, Kepala UpT dan iabatan nuiigsioriat dialgkat-dari
diberhenlikan oleh pejabat yang berwenang sesuari'kete ntuan ftrat ra-nperunoang-undangan.

1 ,g 3
L 1

5 ul 7
P %tl

-+ ,$
"1 W

,a
l5

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


Pasal 42

(1) DKUKMP wajib meny'usun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
fn-araqr Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan- dan analisis
beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan jurnlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil
Negara sebagaimana diri.raksud padd ayaf (1) dilaliukan untirkjangka waktu 5 (lima) tahun yang dipirinci ier I (satu) tahun
berdasaJkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat -Peraruran Bupati ili mulai berlaku, peraturan Bupati
Purworejo Nomor 69 Ta_hun 2O21 tentang Kedudukar, Susunan
Qrganisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tata KerjZ Dinas Kopeiasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perdagarlgajl tGbupaten- purworeio (berita Daerah
Kabu-paten lurwgl+:tahun 2021 Nomor 69 Seri D N6mor l6), dicabur
dan dinvatal<an tidak bcrlakrr

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Jar'.uari 2022.

Agar setiap oralg mengetahuinya, memerintahka.n pengundangaa
Peraturan Bupati ini denga, penempatannya dalam Berita Daeiah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal :24 9ept6ab.! 2a21

%
lB PURWORE.'O}

f AGUS

Diundangkan di: Purworejo
pada targgal : 24 S.pt.pbcr 2t21

I SEKRETARIS KABUPATEN PURWORE.JO,

{l sAtD ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2.zt NOMORg6 SERI D NOMOR 4j
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BAGAIT ORG/IITISASI
DINAS KOPERASI, USAIIA K.BCIL, MEITEI{GAH DAI{ PERDAGANCAI{
XABUPATEIT PURWOR.E'O

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR96TAHUN 2.2I
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FI''NGSI
SERIA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO

I auperl PURwoREJoJ
(-

t7

KEPALA
DKUKMP

SEKRSTARIAT
JABATAN

FUNGSIONAI

SUBBAGIAN
UMUM DAN (EPEOAWAIANSUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN (EUANOAN

BIDANG SARAI{A PFIASARANA
PENGEMBANGAN
PERDAGANOAI{

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
KOPERASI DAN USAHA

MIKRO

BIDANO PERIJINAN.
BARANC FOKOK DAN

PENTING, DAN

JABATAN
FUNGSIONAL

JABATAN
FUNGSIONAL

UPT
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